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KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI OAERAH I<HUSUS
IBUKOTA JAI<ARTA

NOrvlOR 1295 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERPM~JANGANPEMANFAATAN BARANG rvllLlK OAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN 01 5 (LIMA) WILAYAH KOTA
ADMINISTRASI DAN KABUPATEN AOMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPAOA I<OMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI OAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAII KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

\~cnimbonq

i\ lorlgingal

a. bahvm pcmonfailtan Barang Milik Oi-lp.rilh !>",.lIPrl l;m;1il d~ln
1~""'IWI'rl""'" .1 ....-\ ~ (1IH"1.'l '\,.I'W1l1ool""'-'''' 14_ .... A .... """" .... '_ ...~ ... , H~H 1.0-4 ...... ltut ... ~ .......

Administmsi Kcpul<1U3n Seribu telClh dimanf:~:'1lkan oleh Komisi
Pelllili!>clfl Umum Provinsi Doerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagaimana ditetapkan dengan Kepulus2In Gubernur Nomor
1550/2011 tClnggal 1 November 2011 dan Perjanjian Pinjam Pakai
tanggal 6 Jc1f1uari 2012 yang jangka waktu pemanfaat<:tnnya telah
ber3khir pada tonggal 6 J,Jnuari 2014:

b. 1J~lhw3 scsuoi hasil penelitian dan pembah<lSCln atA>; >;111 dl Konrisi
P;;lllilillcill Unllllll Provinsi Daerah Khusus Ibukoto Jokml:l l;mggnl
20 J~Jnuorr 2014 Nomor 041iKPU-Pro-010/1/2014 uie!> BmJan
Ptrl(JelulCl K"uangClIl Oaer8h sebagalmana lerc::lIltulTI d31am r~ot"

Oirl:Js ~lomor 2467/-07G.11 tanggal 17 Jurri 2014, pcrmuhon3n
pp.r par Ij;l1I\J:-1II lJel1ldllfC!at~m tan:1h dDn b;~mgun::rn dim::rksud J<1lam
benluk pirljarl1 pakeli u2Ipat uipertimLJClngkan;

c. bahwa lJel'dasmknn perlirnh,mgan seba\jail1HlIl<l dimnksurl [lada
hur uf CI u21n huruf b, SGI'U d<:tl::lm rclflgka tertib adrninistrasi pen(:jelok!8n
B(\rCln~ rvlilik DaerClh, perlu rnenetapkan Ku~utLisan GlI!Jrm lur
lerllwlg l'ersetuju,lIl Perpanjangan Pemanfmllan B::H3ng Milik
DiJOrclh Ilt.-IUP'" T"",,h dan RnnU'Ir"lf1 di 5 (liI11:1) V'!il"Y~111 Kal:l
/\<.!:l!rlli:;tr:I~;r d:lIl I':1:JlI[1,1tnn Administrasi Kcpul:lu,m S<;I it)L1 kUIJCld:l
I\urni"i h::l1lilill<'1I1 U,I1L1rll Pru'/irlsi D~/Iolah l<huSLl~' Ibukii::J ,J:.Ik,l:t;'l.

1. Uml::rnu-Uml;",.'\! r~'.)II'o, 32 T;'lhull 2004 (unt:l/IS,; ['<.:I11<;I!' I:"h;''''
O:1Crah ~;C;b,1~;::liman3 luI<:J!1 b8berClpa kali ciiut',;\!1 l'd:lid lir d"'llgdn
Und,lIlg-Undiln;,J Nomor 12 T:Jhull 2008:

2. Untl: I' 1\-j-LJr /01:"1 I'.) t~C>:IKI/' 29 Tohun 2007 t\)nt:1nq Pc:rn0I'inl,',hDn
Fl f0vinsl D,lurtlh 1\I'lliSlIS Ibukotd ,J;lbrLl S,,!r:"i:li 1~,ukuLr r-.it:~;;II:J
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Oaerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Oaerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Barang Oaerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tenlang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tala Kerja Badan Pengelola Keuan9an Daerah;

12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan
Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN
BANGUNAN 01 5 (LIMA) WILAYAH KOTA AOMINISTRASI DAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU KEPADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa
Tanah dan Bangunan di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang akan digunakan
untuk Kantor Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kota/Administrasi.

Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
tercatat dalam buku inventaris Barang Daerah dellgan data sebagai
berikut :

a. Bangunan Gedung Praja Gambir (Kantor Lurah Gambir) Lantai 4 s.d.
Lantai 7, yang terletak di Jalan Budi Kemuliaan Nomor 12, Kola
Administrasi Jakarta Pusat untuk Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor Inventaris Barang 11.1.1.00.00.08.03.000.2000
03.11.01.01.001.00001

b. Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga yang lerletak di Jalan Pejambon
Nomor 7, Kelurahan Pasar Baru, Kecamalan Sawah Besar, Kota
Adlllinistrasi Jakarta Pusat untuk Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat
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c. Tanah dan Bangunan Eks. Kantor Bungur yang terletak di Jalan Kalibaru
Timur V Nomor 9, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota
Administrasi Jakarta Pusat untuk GUdang Komisi Pemilihan Umum Kota
Administrasi Jakarta Pusat

Nomor Inventaris Barang: 11.1.1.00.00.03.06.000.1969
03.11.01.01.004.00001

d. Tanah dan Bangunan Kantor Suku Dinas Koperasi dan UKM Kota
Administrasi Jakarta Utara yang terletak di Jalan Kopelatif Blok A.1.
Nomor 26, Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara untuk Kantor Sekretariat dan Gudang Komisi
Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara

Nomor Inventaris Barang : 11.2.5.05.00.00.00.000.1982
01.010.11.04.001.00001

e. Tanah dan Bangunan Eks. Kantor BKKBD Kota Administrasi Jakarta
Barat yang terletak di Jalan Panjang/Jalan C, Kelurahan Kebon Jeruk,
Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat untuk Kantor
Sekretariat dan Gudang Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi
Jakarta Barat

Nomor Inventaris Barang 11.0.8.03.03.00.00.000.1986
01.01.11.04.001.00001

KETIGA

f. Bangunan Eks. Kantor Kecamatan Pulogadung yang terletak di Jalan
Pulomas Barat VI Kav. 14-16, Kota Administrasi Jakarta Timur untuk
Kantor Sekretariat dan Gudang Komisi Pemilihan Umum Kota
Administrasi Jakarta Timur
Nomor Inventaris Barang : 11.5.1.00.00.09.00.000.1981

03.11.01.01.001.00001

g. Bangunan Gedung Mitra Praja Lantai VI yang terletak di Jalan Sunter
Raya, Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk Kantor Perwakilan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Seribu

Nomor Inventaris Barang : 11.0.3.05.00.00.00.000.1993
03.11.01.01.001.00010

h. Bangunan Gedung Kantor Dinas Teknis Kabupaten Kepulauan Seribu,
Pulau Karya, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu
Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Nomor Inventraris Barang: 11.6.1.00.00.00.00.000.1989
03.11.01.01.001.00001

I. Bangunan Gedung Mess Karyawan Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau
Karya. Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepuiauan Seribu Utara,
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Gudang Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Nomor Inventraris Barang: 11.61.00.00.00.00.000.2005
03.11.02.01001.00001

Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :

"""\ n ................... .t.... _~ __ n _ .. _ _ - .'!'I .....
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b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
wajib merawat, memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan
serta keutuhan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dengan sebaik-baiknya yang menjadi beban dan
tanggung jawabnya;

c. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
wajib membayar tagihan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) yang menjadi beban dan
tanggung jawabnya;

d. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala risiko atas
terjadinya kerusakan, kehilangan serta penyimpangan atas
pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU;

e. Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak
boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta tidak boleh dijadikan
jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk
apapun;

f. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa pinjam pakai
berakhir;

g. Hak dan Kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam
perjanjian pinjam pakai sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

h. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU digunakan hanya untuk kegiatan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

i. Memperkenankan petugas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta yang ditunjuk untuk memasuki dan memeriksa
pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU; dan

j. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU maka Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat
diakhiri pada saat tahun berjalan masa pinjam pakai.

Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
memperhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan
dan pemeliharaan/perawatan bangunan dengan segala biaya
sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam
Dori""lnii'"l.... Oi ..... :..... """" n .... ], .... : .._- _. .....
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Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, perjanjian plnJam
pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat
ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur
ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan
segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung
jawab Komisi Pemilihan Umum Provinsi Oaerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Oaerah
Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta agar memproses dan
menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada
diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap
pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agus t U 5 2014

1. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi OKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota 5 Wilayah Kota Administrasi dan

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan

Provinsi OKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah

Provinsi OKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Selda Provinsi OKI Jakarta
12. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi OKI Jakarta
14. Kepala KPU Provinsi OKI Jakarta


